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BAB IV
ANALISIS USIA PERKAWINAN DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
A. Usia Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, di sana dijelaskan bahwa pengertian dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Adapun mengenai kandungan perkawinan tersebut di atas, maka hal-hal yang akan mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dipikirkan dan dipertimbangkan.
 Di antara yang menjadikan putusnya perkawinan adalah karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, lemahnya perekonomian, tidak adanya kecocokan dan keharmonisan, dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan perkawinan anak yang belum matang secara psikologis, maka hal ini bisa memicu ketidak harmonisan dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan perkawinan anak yang belum matang secara psikologis, maka hal ini bisa memicu ketidakharmonisan.
Dalam menanggulangi segala hal yang menyebabkan perkawinan itu putus dan sesuai dengan tujuan maupun kandungan yang termaktub dalam definisi perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi setiap warga yang melakukan perkawinan jika belum mencukupi umur. Adapun aturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan itu baru dapat dilaksanakan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.
 Ketentuan tersebut dijelaskan lagi dengan adanya ketegasan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur  21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), ( 3), (4), dan (5) Undang-Undang No 1 tahun 1974

Ketentuan batas umur tersebut, didasarkan pada kemaslahatan rumah tangga calon kedua mempelai.
Adanya batasan usia tersebut, diharapkan kematangan kedua calon mempelai bisa tercapai dalam menjalankan rumah tangganya. Kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir, dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.

Jika dicermati lebih jauh, ketentuan mengenai batas usia perkawinan dalam pasal tersebut nampak lebih melihat pada kesiapan fisik dan biologis saja. Hal tersebut belum mengarah dalam hal mempertimbangkan kesiapan secara psikis kedua calon mempelai. Padahal kesiapan psikis dari kedua calon mempelai sangat dibutuhkan dalam membentuk rumah tangga. Sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa didasari kesiapan mental sering kali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang akhirnya berimbas pada sebuah perceraian.

Usia yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih tergolong tahap remaja, di mana seseorang pada masa ini masih dalam proses tumbuh dalam mencapai kematangan. Proses berkembangnya kematangan yang dimaksud meliputi kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Secara psikologis, remaja adalah masa ketika anak -anak merasa dirinya berada dalam tingkat yang sama dengan orang yang lebih tua. Tidak termasuk golongan anak-anak, dan juga belum termasuk masa dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali disebut masa pencarian jati diri.

Pada usia 19 maupun 16 tahun, perkembangan kognitif pada remaja yang berhubungan dengan penalaran, berpikir, atau memorinya. Remaja pada usia 19 dan 16 tahun, telah mulai mengembangkan kemampuan berpikirnya secara abstrak, memakai prinsip-prinsip logika dalam berpikir teoritis, lebih konseptis dan sudah mampu pula membuat generalisasi. Namun kemampuan-kemampuan berpikir yang baru ini yang terjadi, seringkali menjadikan remaja bersikap idealis dalam berpikir. Remaja mudah membuat keputusan sendiri, yang pada akhirnya seringkali remaja bertindak melakukan suatu hal tanpa berfikir panjang. Kurangnya pengalaman hidup dan berinteraksi bagi remaja, membuat mereka sering mudah mempercayai sesuatu tanpa mengetahui baik-buruknya. Kemampuan berpikir tanpa batas, bersifat abstrak dan kontrafaktual, yang pada gilirannya memberikan peluang bagi individu untuk mengimajinasikan kemungkinan lain untuk segala hal.
 Dalam kaitannya dengan membangun keluarga bahagia, aturan batas usia dalam undang-undang tersebut jelas tidak mungkin mampu untuk bermusyawarah, tidak bisa memutuskan masalah dengan bijaksana antar mereka, dan kurangnya dalam hal dukung-mendukung terhadap pasangannya, dikarenakan masih lemahnya cara berpikir meraka. Tujuan perkawinan dalam menciptakan kebahagiaan dalam keluarga, itu bisa dicapai ketika perkawinan tersebut dilaksanakan oleh pasangan yang berada pada masa dewasa, yaitu berusia 21 tahun. Demikian itu terjadi, karena pemikiran seseorang pada usia tersebut telah berkembang pesat, menunjukkan suatu perubahan yang signifikan. 
Penalaran orang dewasa pada usia inisemakin berkembang, karena orang dewasa lebih berpengalaman dan banyak belajar. Orang dewasa dapat berpikir tentang sesuatu melalui proses berpikir yang logis dan abstraksi yang lebih kaya. Dengan meningkatnya usia, seseorang menjadi lebih memahami berbagai konsep abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan hak asasi. Orang dewasa juga telah dapat menimba pengalaman dari berbagai konflik yang terjadi sebelumnya karena terjadinya individuasi selama masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa.
 Dengan kondisi seperti itu, cukup bagi mereka yang melaksanakan perkawinan untuk dijadikan sebagai bekal dalam memutuskan berbagai persoalan yang akan dihadapinya kelak dengan bijaksana. Oleh karena banyaknya pengalaman itu pula, pemikiran orang dewasa menjadi lebih konkrit dan pragmatis lebih maju dari remaja dalam penggunaan intelektualitas. Pada masa dewasa, ia berubah dari mencari pengetahuan menuju menerapkan pengetahuan, yakni menerapkan apa yang telah diketahuinya untuk mencapai jenjang karir dan membentuk keluarga yang baik.

Dalam perkembangannya, saat seseorang mencapai usia 21 tahun, pada masa ini seseorang telah mencapai fase tanggung jawab (the responsibility stage). Pada fase ini seseorang akan lebih mampu bertanggung jawab terhadap pasangan dan keturunannya sebagai hasil dari perkawinannya, dan fase inilah yang dibutuhkan untuk melanggengkan sebuah perkawinan.
William Perry juga mengemukakan bahwa cara berpikir orang dewasa berbeda dengan remaja. Orang dewasa mulai menyadari dan bisa menerima adanya perbedaan pendapat dan berbagai perspektif yang dipegang oleh orang lain. Mereka mulai percaya bahwa setiap orang memiliki pandangan pribadi masing-masing, dan tidak dapat menyalahkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Pada waktu pendapat pribadi ditentang oleh orang lain, mereka lebih bersikap menerima dengan berbagai pendapat tersebut dan berusaha memahami bahwa sebuah kebenaran adalah relatif.

Secara emosional, remaja berusia 19 dan 16 tahun masih samadengan emosi pada anak-anak. Perbedaannya terletak pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan derajat, dan khususnya pada pengendalian latihan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Adanya perlakuan bagi remaja yang disamakan dengan orang lain yang membuat mereka merasa tidak adil membuat remaja sangat marah dibandingkan dengan hal-hal lain.
Masa remaja dianggap sebagai masa badai dan tekanan, dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar, dan mengakibatkan fluktuasi emosi (naik-turun) berlangsung lebih sering. Dikatakan demikian, karena kondisi sosial yang mengelilingi remaja masa kini. Meningginya emosi mereka karena mereka berada di bawah tekanan sosial dan kondisi baru, sedangkan selama anak-anak mereka kurang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dampak dari perubahan emosi tersebut, banyak remaja tidak dapat mengelola emosinya secara lebih efektif. Mereka rentan untuk mengalami depresi, kemarahan berlebihan, kurang mampu meregulasi emosinya, yang pada gilirannya dapat memicu munculnya berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya.

Kemampuan dalam menguasai dan mengontrol emosi, mampu mengungkapkan emosi dengan cara-cara yang lebih dapat diterima, itu bisa dicapai ketika seseorang telah berusia 21 tahun, di mana seseorang memasuki masa dewasa. Meskipun masih terjadi ketegangan-ketegangan emosi pada masa ini, yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan dan sebagainya, namun seseorang yang telah mencapai usia tersebut lebih mampu dalam mengendalikan emosinya. Ketika orang dewasa melakukan tindakan, ia bukan hanya mengandalkan dorongan nafsu, melainkan juga melibatkan akalnya. Menyalurkan emosi dengan melibatkan akal dan pertimbangan sehat adalah sebuah karakter dari perilaku dewasa. 
Ketika seseorang telah dewasa, dan mampu mengusai serta mengendalikan emosi dan disertai kemampuan mentalnya, seseorang tersebut pasti dapat mengendalikan dirinya menuju kehidupan yang bahagia dikarenakan selalu bersifat terbuka dalam menghadapi berbagai kenyataan-kenyataan hidup berkeluarga, tabah dalam menghadapi semua kesulitan dan persoalan hidup, dapat bersyukur dimasa-masa sulit, dan dapat merasa puas dan sanggup menerima segala sesuatunya dengan lapang dada.
Mengingat akan pentingnya dalam menjaga hubungan suamiistri agar tetap langgeng, melalui Undang-Undang Perkawinan membatasi setiap warga yang melakukan perkawinan jika belum mencukupi umur. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perkawinan yang dilakukan pada usia muda, yang dinilai kondisi psikologis maupun sosialnya belum cukup matang dan sering kali akan berdampak pada gejala sosial yang kurang baik.

Dalam syari’at Islam sendiri, batas usia seseorang yang melakukan perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur’an maupun Hadis. Keduanya, hanya memberikan tanda-tanda, syarat, dan dugaan saja bagaimana seseorang itu dianggap layak untuk melakukan sebuah perkawinan. Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan batas usia minimal menikah, sehingga batasan minimal usia perkawinan pun diserahkan lagi terhadap para pelakunya dengan tanpa melanggar syarat yang sudah ditentukan serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial dimana hukum tersebut diberlakukan.

Dalam pandangan lain, syari’at Islam yang mengatur urusan keluarga khususnya, sudah termodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah merupakan hasil dari himpunan dan penyeleksian dari berbagai pendapat ahli di bidang fikih. Tentunya keseluruhan aturan yang ada di dalamnya telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan aturan-aturan tersebut yangterdapat di dalamnya khususnya hal yang menyangkut dengan batasan usia perkawinan perlu dilakukan pengujian kembali, agar dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan perkawinan secara syar’i dan sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh tujuan daripada undang-undang tersebut.

Maqāsid Syarī’ah sendiri yang menjadi tujuan disyari’atkannya hukum Islam, mempunyai lima tujuan pokok (menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.). Segala sesuatu yang mendukung tercapainya kelima tujuan pokok tersebut, itu didukungnya dan segala sesuatu yang bertentangan dengan salah satu dari kelima tujuan itu dicegahnya.
Dalam perkawinan, perlindungan terhadap keturunan  حفظ النسل   adalah merupakan salahsatu unsur yang dipelihara oleh syari’at demi memelihara dan menjaga keturunandi dunia, yang hendak direalisasikan dari Undang-Undang Perkawinan.Batas usia yang ditentukan dalam Pasal 7 undang-undang tersebut khususnya bagi pihak perempuan, mengisyaratkan perempuan pada usia 16 tahun masih dalam tahap remaja. Perempuan yang tergolong remaja, ia masih membutuhkan banyak hormon yang diperlukan untuk pertumbuhan fisiknya. Apabila seorang perempuan tersebut telah berumah tangga, dan di usianya yang masih remaja mengalami kehamilan, maka akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan bayinya, yang justru akan mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.

Kehamilan yang terjadi pada usia remaja mempunyai resiko medis yang cukup tinggi. Pada masa remaja ini, alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim (uterus) mulai siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal.

Sesuai tujuan syari’at Islam yaitu mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (jalbu al-maṣāliḥwa dar’u al-mafāsid). Oleh karena itu, harusnya perkawinan yang dilaksanakan pada usia remaja perlu untuk dihindari demi menyelamatkan fisik ibu dan bayinya dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Menurut al-Ṣatiby, syari’at yang ditetapkan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam Pasal 7 mengenai batas usia perkawinan, harus dapat mewujudkan kemaslahatan hamba (maṣāliḥal-‘ibād), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan al-Ṣatiby, menjadi Maqāsid Syarī’ah. Dengan kata lain, penetapan aturan hukum, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu motif penetapan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Dalam kajian Maqāsid Syarī’ah al-Ṣatiby, selain bertujuan untuk menyelamatkan kesehatan ibu dan keturunannya, penetapan batas usia dalam pasal tersebut adalah untuk memperoleh kematangan kedua calon suami istri. Kesiapan mental mutlak diperlukan dalam menjalankan rumah tangganya, sehingga pasangan suamiistri telah memiliki kesiapan mental dan psikis yang baik dan pada akhirnya keluarga yang harmonis dapat tercapai sebagai wujud dari kemaslahatan dalam perkawinan.

Kesiapan mental mutlak diperlukan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan dialami oleh pasangan suamiistri dalam perjalanan rumah tangganya. Kesanggupan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga, akan sulit dilakukan manakala keduanya masih dalam kategori remaja yang berusia 19 dan 16 tahun. Oleh karena itu, masa dewasa menjadi syarat bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan demi menjaga kesiapan mentalnya tersebut, dan masa dewasa itu baru terjadi ketika seseorang berusia 21 tahun.

Perlindungan terhadap kesiapan mental yang menjadi syarat tersebut, jika dikaitkan dengan Maqāsid Syarī’ah maka termasuk dalam kategori pemeliharaan jiwa (حفظ النفس). Dalam memelihara jiwaialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan,termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga.Jika dalam hubungan suami-istri termasuk menjaga dan memelihara keseimbangan hak dan kewajiban, selalu memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender di antara keduanya, saling membantu dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai urusan dalam rumah tangga.

Hal yang diharapkan ketika perkawinan tersebut terjadi pada masa dewasa, suamiistri tersebut telah mampu bertanggung jawab, menciptakan pergaulan yang baik, membentuk hubungan yang seimbang antara keduanya (mu’āsyarah bi al-ma’rūf), serta berpikir dengan luwes. Terjaminnya akal agar mampu berpikir dengan bijaksana dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tergolong perlindungan terhadap akal (حفظ العقل). Akal adalah bagian penting dari tujuan syari’at yang harus dilindungi dari kerusakannya. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam, sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya.

Tujuan Maqāsid Syarī’ah selanjutnya dalam menciptakan kemaslahatan manusia adalah dalam hal memelihara harta (حِفظ المال). Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi. Dalam hal ini, harta dapat dikaitkan dengan pekerjaan untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini sifatnya sangat primer dan universal, artinya mutlak harus dipenuhi oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup manusia akan terancam.Oleh karena itu, dalam membangun keluarga yang bahagia pasangan suami-istri tidak cukup hanya mendapatkan kasih sayang, keduanya juga memerlukan sandang dan papan untuk mendapatkan keamanan dari lingkungannya, serta membutuhkan pangan untuk keberlangsungan hidupnya. 
Dalam hal pekerjaan untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan sebagai keperluan dalam berumah tangga, remaja menginginkan pekerjaan yang menggairahkan dan menimbulkan daya tarik tanpa memerhatikan kemampuan atau peluang kerja. Remaja belum cukup mampu untuk memikirkan bagaimana cara agar ia mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dalam berumah tangga setelah perkawinannya nanti. Remaja hanya bisa mendambakan pekerjaan yang lebih bermartabat, gaji yang cukup tinggi, dan bergengsi.
Berbeda halnya ketika seseorang sudah masuk dalam masa dewasa. Masa dewasa biasa disebut sebagai masa yang produktif dalam hal pekerjaan. Seseorang dalam masa dewasa ini, merupakan suatu periode di mana mereka mulai menjadi calon orang tua. Tidak heran jika dalam masa dewasa ini, mereka fokus untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.
Usia perkawinan dalam Islam sangat memperhatikan kematangan antara kedua calon suamiistri. Hal ini mengakibatkan adanya larangan terhadap perkawinan di bawahumur yang disepakati dalam peraturan perundang-undangan.

Larangan ini pun tidak bisa dikecohkan dengan adanya dispensasi, karena dispensasi hanyalah kasus yang tidak bisa menyeluruh terhadap bolehnya perkawinan di bawah umur.

Meskipun telah ada batasan minimal umur untuk menikah, dalam halini tampak Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak konsisten terhadap usia perkawinan. Di satu sisi menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua, sementara di sisi lain menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun. Bedanya jika kurang 21 tahun, diperlukan izin orang tua dan jika kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus mendapatkan izin dari pengadilan. Hal ini juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini, penulis mengapresiasi langkah pembaruan ketentuan batas usia perkawinan dalam CLD KHI yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (l) berbunyi bahwa calon suami istri minimal berumur 19 tahun. Tidak hanya itu,dalam aturan CLD KHI selanjutnya adalah calon suami istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan syarat berakal sehat, sudah berusia 21 tahun dan sudah cakap/matang. Dalam arti bahwa usia tersebut dapat dikatakan sebagai patokan kedewasaan, memang harus ditentukan ketikakesiapan diri yang matang, terlebih ketika dihubungkan dengan persiapan perkawinan.

Yang menarik perhatian penulis adalah ada beberapa aturan batas usia kedewasaan yang berbeda dalam KHI yang semestinya hari ini tidak bolehterjadi. Pertama, dalam KHI pasal 98 Ayat (l) terkait dengan pemeriharaan anak, yang berbunyi: "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pemah melangsungkan perkawinan”. Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa anak yang berada di bawah umur 21 tahun adalah belum dewasa dan belum mampu berdiri sendiri. Kedua, pasar 107 Ayat (1)KHI tentang perwalian, berbunyi: "perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Ini juga menyatakan bahwa kedewasaan adalah berumur 21 tahun. Ketiga, Pasal 111 KHI, berbunyi: “Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta  orang yang berada di bawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin”. Keempat, Pasal 149 Poin d tentang akibat talak, berbunyi: bilamana perkawinan putuskarena talak, maka suami wajib) memberikan biaya haḍanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 2l tahun. Kelima, pasal 156 poin tentang akibat perceraian, berbunyi: semua biaya haḍanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

Sementara aturan usia kedewasaan dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 juga terdapat perbedaan. Misalnya, pertama Pasal 6 Ayat (2) berbunyi: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 2l (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

Kedua, Pasal 47 Ayat (l) berbunyi: "Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ketiga, Pasal 48 berbunyi: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Keempat Pasal 50 Ayat (1) berbunyi: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua" berada dikekuasaan wali".

Dari pemaparan mengenai aturan kedewasaan baik dari KHI maupun Undang-Undang No. I tahun 1974 tersebut dapat disimpulkan bahwa KHIlebih mengindentikkan kedewasaan pada usia 21 tahun, sementara Undang-undang No. I Tatrun 1974 lebih cenderung menentukan kedewasaan pada usia l8 tahun. Namun, anehnya kedua aturan tersebut sama-sama menentukan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.Usia 19 dan 16 tahun kalau melihat aturan kedewasaan dalam KHI tidaklah termasuk dewasa dan dapat dikatakan sebagai di bawah umur. Sementara kalau dilihat dari aturan kedewasaan Undang-undang No. I Tahun 1974, hanya usia laki-laki yang dapat dikatakan dewasa, sedangkan usia perempuan belum dikatakan dewasa. Ini yang kemudian menjadi titik analisis kritis penulis terkait dengan usia perkawinan Islam Indonesia.

Penulis kemudian melakukan analisis dan menyimpulkan bahwa apabila batas usia perkawinan di Indonesia tetap pada angka 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sementara tinjauan kedewasaan dalamKHI dinyatakan 2l tahun dan dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974disebutkan 18 tahun, maka hal tersebut perlu di diskusikan kembali.

Ketentuan ini, sengaja penulis sampaikan agar tidak terjadi kerancuan penetapan kedewasaan dalam satu aturan terkait perkawinan. Ketika usia laki-laki ditetapkan 21 tahun berarti mengacu pada ketentuan kedewasaan yang dipatok oleh KHI, sedangkan ketika usia perempuan ditetapkan 18 tahunberarti merujuk pada ketentuan kedewasaan yang disebut oleh Undang-undang No. I Tahun 1974. Dengan demikian, aturan kedewasaan dalam masalah perkawinan akan semakin kompak dan berkesinambungan.

Setelah mencermati analisa tersebut di atas, dapat diketahui bahwa untuk menciptakan sebuah perkawinan yang kekal, bahagia, dan sejahtera, tidak hanya butuh kesiapan fisik semata, namun hal yang utama adalah kesiapan secara psikologis bagi seseorang yang ingin membangun sebuah keluarga. Oleh karena itu, demi kemaslahatan rumah tangga yang akan dibangun tersebut, penulis lebih meyakini 21 tahun menjadi usia yang sesuai bagi mereka, jika ingin melaksanakan sebuah perkawinan. Bukan pada usia 16- 19 tahun yang masih tergolong remaja yang perlu pembelajaran lagi dalam segala aspek kehidupannya. Seseorang yang mencapai usia 21 tahun tersebut, ia dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya. 
Kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir, dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan kekal dapat terlaksana dengan baik.

Ibnu al-Qayyim Al Jauziyah “Menegaskan bahawa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia”.

Wahbah Zuhaily menyebutkan Maqāṣid syarīah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara’ dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari’at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh Syar’i (pemegang otoritas syari’at, Allah dan Rasul-Nya).

Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu –berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih –ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah:
a. Memelihara Agama (hiẓh al-dīn)
Memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
1. Memelihara agama dalam tingkat dharuriyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
2. Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghidari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.
3. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat
b. 
Memelihara jiwa (hifẓ an-nafs)
Memihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat:
1. Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
2. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
3. Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.
c.
Memelihara akal, (hifẓ al-`aql)


Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 3 tingkat:
1. Memelihara akaldalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
3. Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.
d.   Memelihara keturunan (hifẓ an-nasb) 
Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga:
1. Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
2. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
3. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.
e. 
Memelihara harta. (hifzh al-mal)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 tingkat:
1. Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
2. Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.
3. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.
Guna kepentingan menetapkan hukum kelima unsur tersebut dibedakan menjadi 3 tingkat yaitu :
a. Dharuriyah adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, dalam arti apabila dharuriah tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. 
b. Hajiyah adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.
c. Tahsiniyah adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dharuriyah dan tidak pula menimbulkan kesulitan.
Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk menjaga diri dari maksiat dan agar dapat membina rumah tangga yang damai dan teratur. Maka umatlah yang mempertimbangkan pada umur berapa perkawinan akan dilaksanakan perkawinan itu. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan kerugian maka tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dibawah umur. Jika umat Islam mampu mentaati UU No.1 tahun 1974 dan menganggap pemerintah adalah ulil amri, niscaya tidak akan terjadi pernikahan dibawah umur. Sesuai dengan ayat al-Qur’an.
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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Menurut Jamaluddin Atiyyah, maqāsid Syarī’ah dari pernikahan adalah :
1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan Islam lalu menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami Istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang khulu’, fasakh, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau kalaupun sudah ada aturan, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.

2. Menjaga keturunan

Nabi Muhammad mengajurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini.

Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, di antaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah dengan sesama jenis (laki-laki dan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadapalat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.

3. Menciptakan keluarga yang sakīnah, mawaddah, wa rahmah
Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasing sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan “mu’asharah bi al-ma’ruf”, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya.

4. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menajga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab sorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa iddah, dan aturan lainnya.

5. Menjaga keberagamaan dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau sitri). Nabi Muhammad saw memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi kelaurga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamaannyalah yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.

6. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiatkepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.

Maqāṣid syarīah  di atas menjadi gambaran yang sangat jelas bagimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah. Batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar Maqāṣid syarīah  dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai, kalaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal. Inilah prinsip batas usia menikah yang ideal.

Perlu menjadi catatan penting di sini, walaupun dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang batasan umur, bahkan ulama’ fiqh-pun masih berbeda pendapat terkait dengan batas umur balig seseorang,
 akan tetapi bukan berarti hukum Islam tidak memberikan batas usia ideal untuk melangsungkan pernikahan. Usia ideal menikah dalam Islam bisa diungkap melalui teori Maqāṣid syarīah , sebagaimana dalam kajian sejarah hukum Islam, banyak peristiwa dan kejadian baru yang akhirnya menjadi sebuah hukum berlandaskan Maqāṣid syarīah . Pada zaman Khalifah Umar Bin Khattab, banyak aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan tidak ada penjelasan dari al-Qur’an. 

Jika melihat tujuan dari Maqāṣid syarīah  dalam pensyari’atan pernikahan, ketiga perspektif memiliki pandangannya masing-masing sesuai waktu dan tempat serta kebutuhannya. Jika melihat hukum Islam yang berlaku pada masa Nabi, persoalan usia menikah bukanlah persoalan yang urgen, karena Nabi adalah manusia yang ma’ṣum (terjaga dari dosa) sedangkan para sahabat sebagaimana dijelaskan Nabi, bagaikan bintang-bintang yang sekiranya kita mengikuti jejak langkahnya, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang jelas. Oleh karena itu, berapapaun usia nikah bagi laki-laki dan perempuan, bukan menjadi persoalan penting untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari’ah pemberlakuan hukum pernikahan Islam.

Sedangkan aturan yang berlaku dalam pasal 7 UU no 1 tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki, hal ini juga berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari batas usia yang terlalu rendah dan batas usia yang terlalu tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah sebenarnya batasan usia nikah ini ideal untuk merealisasikan tujuan pensyariatan pernikahan? Walaupun secara hukum Islam dan hukum positif dinyatakan sah, akan tetapi belum dikatakan ideal karena dianggap belum mampu merealisasikan tujuan pensyariatan secara maksimal.

Usia perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki yang berumur minimal 25 tahun dan perempuan minimal 20 tahun. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin Atiyyah, yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagamaan dalam keluarga, dan mepersiapkan aspek ekonomi. Batas usia ideal tersebut dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan Maqāṣid syarīah  pensyariatan pernikahan.

Batas usia ideal perspektif Maqāṣid syarīah  ini juga sesuai dengan harapan pemerintah (BKKBN) melalui program pendewasaan usia perkawinan. Program KB mengembangkan program PendewasaanUsia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.

Apabila usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak secepatnya dilakukan perubahan, maka akan terdapat banyak dampak dari pernikahan dibawah umur baik secara biologis, psikologis, sosial, ataupun perilaku seksual menyimpang, seperti penjelasan berikut:
1. Dampak Biologis

Secara biologis, alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menujukematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yangberbahaya bagi ibu dan bayinya, penelitian yang dilakukan oleh sejumlahperguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologisyakni 21 tahun, di mana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.

2. Kehamilan premature

Kehamilan pada usia muda dapat membawa akibat yang berbahaya, baik bagi ibu muda maupun bayinya. Menurut UNICEF tidak seorang gadis pun boleh hamil sebelum usia 18 tahun, karena secara fisik dan mental ia belum siap untuk melahirkan anak. Ibu muda berisiko melahirkan bayi premature dengan berat badan dibawah rata-rata. Hal ini berbahaya bagi bayi tersebut karena meningkatkan resiko kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya.

3. Kematian Ibu (Maternal Mortality)
Risiko kesehatan pada ibu yang muda usia juga tidak kalah besarnya disbanding bayi yang dikandungnya. Ibu kecil yang berusia antara 10-14 tahun berisiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa. Persalinan yang berujung pada kematian merupakan factor paling dominan dalam kematian gadis antara usia 15-19 tahun di seantero dunia (United Nations, 2001). Di Kemerun, Ethiopia, dan Nigeria, kematian ibu muda berusia dibawah 16 tahun itu 6 kali lebih tinggi dari kematian ibu dewasa berusia 20-24 tahun.
4. Problem Kesehatan (Health Problems)
Menurut Mufidah dikatakan dalam buku psikologi Keluarga Islam bahwasannya memasuki kehidupan baru dalam keluarga perlu kesiapan fisik terkait dengan kesiapan organ reproduksi sehat ibu dan kelangsungan hidup anak. Pernikahan dibawah umur yang masih menjadi fenomena di kalangan masyarakat saat ini tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jenjang perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan dibawah umur dimana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi misalnya, pendarahan terus menerus, keputihan, infeksi, keguguran, dan kemandulan.
a) Kerusakan Tulang Panggul (cepalopervic)
Karena pertumbuhan tulang ibu muda belum lagi lengkap, risiko kerusakan tulang panggul (cepalopelvic)-nya sangat tinggi. Pasalnya bayi yang dilahirkan jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggulnya. Ini berakibat pada sulit dan lamanya proses persalinan, dan mengancam rusaknya organ bayi jika dipaksakan. Juga, karena nutrisi yang kurang, ibu-ibu muda sering keguguran dan dapat terkena preeclampsia60
 dan penyakit-penyakit lainnya
b) Vesicovaginal Fistulas 


Risiko tambahan terhadap kesehatan ibu muda adalah gangguan pada saat melahirkan, yang terjadi bila kepala bayi terlalu besar bagi ibu. Hal ini mengakibatkan Vesicovaginal Fistulas
, terutama saat bidan tradisional yang tidak terlatih mengeluarkan kepala bayi dengan paksa. Akibat tekanan yang berkepanjangan pada kandung kemih ketika terjadi kelahiran yang bermasalah, bagian bawah kemaluan menjadi rusak, dan mengakibatkan saluran yang salah antara kandung kemih dan vagina. Hal ini akan mengakibatkan kematian karena pendarahan yang hebat, shock, infeksi pada saluran melahirkan, dan Vesicovaginal Fistulas atau vaginal fistulas
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Abuse and Violence)

Gadis-gadis muda yang dikawinkan di bawah umur lazimnya bersuamikan laki-laki yang berusia jauh lebih tua dari dirinya. Akibatnya margin usia yang sangat lebar inilah hampir selalu muncul problem komunikasi keluarga maupun seksual diantara keduanya. Riset di 16 negara sub Sahara Afrika memperoleh data bahwa selisih usia pengantin perempuan yang masih kanak-kanak dengan pasangannya itu rata-rata terpaut minimal 10 tahun lebih tua.
Model perkawinan dengan selisih usia terpaut jauh itu pada gilirannya sering menghadirkan “mimpi buruk” bagi pengantin perempuan dimana mereka mengalami kekerasan (abuse and violence) dalam kehidupan rumah tangganya. Ironisnya, tindak kekerasan suami itu sering dijustifikasikan secara normatif oleh tradisi. Di India merupakan Negara dengan kekerasan domestic tertinggi terhadap perempuan yang menikah di bawah umur. 
6. Trauma Psikologis

Anak adalah manusiayang masih dalam proses menemukan kedewasaan, semua yang dilakukan untuk menccapai tataran dewasa adalah proses belajar. Secara filosofis manusia adalah mahluk yang sadar akan dirinya dan akan lingkungannya. Dia hidup dalam hubungannya yang dialektis antara kemerdekaan dirinya dan keterbatasan lingkungannya. Sehingga manusia sadar akan aktivitasnya dan sadar dunia akan tempatnya hidup. 
Tokoh ilmu jiwa perkembangan Havighshurt, berpendapat bahwa setiap anak memiliki tugas perkembangan, yaitu tugas yang timbul di alam pada suatu periode tertentu dalam hidupnya. Kemajuan yang baik dalam tugas akan membawa keberhasilan dalam perkembangannya, sedangkan kegagalanakan membawa kekecewaan pada seseorang, penentangan dari masyarakat dan menemui kesukaran dalam tugas-tugas berikutnya, maka dari itu secara psikologi, anak membutuhkan pendidikan dan bimbingan dalam perkembangannya agar berhasil melewati fase anak dalam hidupnya.
Seorang anak memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisik yang meliputi kebutuhan akan istirahat, makan, dan minum untuk menjaga kebugaran tubuhnya dan merasa nyaman dalam menjalani hidup sehari-hari. Kebutuhan akan pertumbuhan adalah kebutuhan universal dan bersifat mendasar yaitu keinginan untuk terus tumbuh dan maju kedepan seperti oaring merangkak.
Menurut Sodiq Koentoro anak kadang kala ingin terlepas dari pengawasan orang tua, hal ini karena ingin tumbuh dan berdiri endiri mendapatkan kebebasana dan opengakuan dari lingkungannya. Kebutuhan untuk tumbuh ini merupakan dorongan yang sangat penting untuk belajar sebab pendidikan pada hakikatnya adalah perkembangan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, minat, dan apresiasi. 
Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Gadis kecil yang melahirkan bayi merupakan suatu hal yang telah lama dielakkan oleh dunia kedokteran. Situasi ini sangat traumatic bagi sang ibu muda, karena mencabut masa-masa kanak-kanaknya. Sebelum ia belajar mengenai hidup dan bereaksi secara tepat terhadap dirinya sendiri, ia harus mengasuh dan membesarkan bayi. Pendeknya ia disegerakan untuk menjadi dewasa secara tidak wajar dan instan. Rasa marah dan penolakan adalah sikap yang umum terjadi dan lazimnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama (bahkan tidak tertutup kemungkinan seumur hidup). Inilah yang kemudian memunculkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Dengan demikian keadilan dalam menentukan usia perkawinan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari  penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu .ide yang terdapat dalam semua hukum.
Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut.
Pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-foktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Setiap masyarakat harus mendapatkann haknya secara proporsional agar tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam hal penentuan usia masyarakat berhak menedapatkan keadilan yang dicita-citakan, sebab keadilan itu menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. 
B. Rekonstruksi Usia minimal Perkawinan di Indonesia Yang Berkeadilan
Secara normatif, tanda-tanda kedewasaan adalah ihtilām bagi laki-laki dan haid perempuan. Padahal pada umumnya jika ditinjau dari perkembangan fisik, sosial dan kepribadian masih berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa yaitu dengan datangnya masa remaja, di mana pada masa ini kematangan seksual mereka mulai terlihat dan berakhir pada saat tercapainya kedewasaan. 

Perkembangan remaja yang meliputi aspek fisik, sosial dan kepribadian dalam mencapai tingkat kematangannya tidaklah sama. Pada perkembangan fisik remaja tampak perubahan yang sangat cepat, hal ini merupakan tanda bagi permulaan dimulainya proses kematangan seksual. Tidak lama kemudian timbul ciri-ciri sekunder seperti pertumbuhan kumis, jakun, bulu-bulu di sekitar daerah genital bagi remaja putri. Kemampuan seks dan berproduksi sudah tercapai pada tahap ini, remaja tersebut sudah bisa hamil dan melahirkan bayi atau menghamili namun demikian mereka belum dapat bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara sebagaimana seorang ayah dan ibu. 

Pada tahap perkembangan sosial, remaja yang sebelumnya hanya bergaul dengan jenis yang sama mulai menaruh perhatian pada lawan jenisnya. Tugas orang tua dalam hal perkembangan sosial ini adalah memberikan perhatian dan bimbingan sehingga diharakan terpupuk dan terbentuk tingkah laku sosial yang bertanggung jawab. 

Pada tahap perkembangan kepribadian, para remaja mulai mencari filsafat hidup bagi mereka. Karena pada permulaan masa remaja, pandangan hidup yang telah diperoleh dari orang lain mereka sering dianggap kolot sehingga ajaran-ajaran lama akan dibuangnya. Pada masa ini remaja akan berhadapan dengan nilai-nilai baru dan mungkin berbeda jika dibandingkan dengan apa yang dianutnya dalam keluarga sehingga akhirnya bisa membingungkan. Dalam perkembangan kepribadian, aspek pembentukan disiplin diri sangat perlu demi tercapainya manusia dewasa dan bertanggung jawab atas kesejahteraan manusia lainnya.

Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974, batas minimal usia perkawinan yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Hal ini didasarkan dengan berbagai macam pertimbangan kemaslahatan. Tujuan utama diadakannya ketentuan tentang batas minimal usia perkawinan itu sendiri. Suatu perkawinan akan dikatakan sulit untuk berhasil jika tidak disertai dengan berbaga persiapan. 

Perkawinan sebagai langkah pertama dalam pembentukan keluarga akan serasi apabila terdapat kesesuaian antara kedua belah pihak. Boleh jadi suatu keluarga akan mengalami kegagalan, jika tidak terpenuhi syarat keserasian tersebut. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka segala usaha yang bersifat materi pasti akan gagal menciptakan keserasian dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Bahaya dan keburukan yang terjadi akibat tidak adanya keserasian dalam kehidupan keluarga tidak terbatas kepada suami dan istri saja, akan tetapi akan berlanjut sampai kepada anak-cucu dan bahkan dapat meluas pada lingkungan keluarga yang lebih besar.

Batas umur yang tercantum dalam undang-undang tersebut jika dikaji lebih lanjut nampaknya dimaksudkan untuk lebih menjamin kesehatan dari ibu dan anak. Hal ini akan jelas terbaca pada penjelasan dari UU tersebut yaitu : untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk dilakukannya perkawinan. Dengan kalimat ini jelas bahwa yang menonjol dalam meletakkan batas umur dalam perkawinan lebih atas dasar pertimbangan kesehatan, baik segi fisik, psikologis ataupun sosialnya. 

Padahal kalau ditinjau dari segi fisik apabila pada usia yang masih muda mereka telah dikawinkan, hal ini berarti mengurangi kebebasan mereka baik untuk mencari pengalaman ataupun untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka belum mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya. Meskipun pada umumnya dilihat dari segi biologis dan sosiologisnya mereka sudah masuk yaitu mereka telah mampu membuahkan keturunan karena alat-alat reproduksi mereka telah dapat difungsikan. Kematangan seksual yang normal berlangsung pada usia sekitar 12-18 tahun. Namun ada kalanya kematangan seksual ini berlangsung lebih cepat atau lebih lamat dari usia 12 – 18 tahun.
 Kematangan seksual ini sekalipun bersifat biologis, namun menentukan sekali kondisi kehidupan psikis dan sikap batin anak. 

Dari segi kesehatan, hubungan seksual yang dilakukan terhadap istri yang masih terlalu muda dapat mengakibatkan nyeri kemaluan, cabikan, dan robekan, selain itu melahirkan pada usia yang masih muda sangat beresiko tinggi. Misalnya, terjadinya kematian baik bagi ibu ataupun bayinya, terjadinya kanker leher rahim disebabkan panggul dari si ibu tidak kuat untuk menampung beban janin dalam kandungannya, banyak terjadi pendarahan pada waktu melahirkan.

Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa umur itu mempengaruhi keadaan bayi yang lahir. Hasi-hasil penelitian di Amerika menunjukkan bahwa umur ibu di saat melahirkan berkorelasi dengan peluang terjadinya kematian bayi. Menkes (1981) melaporkan bahwa kelompok ibu-ibu yang berumur 15-19 tahun memiliki angka “neonatal mortality” yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kelompok umur di atas 19 tahun. Demikian pua “imfant mortality”, kelompok umur 15-19 tahun paling tinggi angka kematiannya. Tingginya angka kematian ini sebagaimana dilaporkan oleh beberapa ahli dikarenakan oleh perawatan selama hamil yang kurang baik gizi dan lain-lain, stress, emosi selama kehamilan yang menyebabkan komplikasi sewaktu kehamilan bayi, dan perawatan bayi yang kurang baik setelah dilahirkan.

Selain mempengaruhi aspek fisik si anak, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologis si anak. Ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan untuk mengurusi anaknya ibu muda ini lebih menonjol sifat keremajaannya dari pada sifat-sifat keibuaannya. Sifat keremajaan itu antara lain emosi elum stabil, belum memiliki pemikiran tentang masa depan yang mantap, masih dalam transisi yang penuh dengan konflik. Keremajaan dalam perilaku dan belum punya keterampilan untuk menjadi ibu akan sangat mempengaruhi perkembangann psiko-sosial anak.
 Dengan demikian maka ditinjau dari persiapan mental, usia yang masih mudah tersebut adalah termasuk usia yang labil. Tingkat emosi mereka belum stabil sehingga dikhawatirkan jika perkawinan dilakukan pada usia ini maka akan sering terjadi perselisihan dan percekcokan sehingga rentan sekali terhadap terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak ingin menang sendiri dan tidak ada yang mau mengalah. 

Dilihat dari segi ekonomi, pada usia yang sangat muda baisanya seorang laki-laki belum memiliki pekerjaan yang lebih baik serta keterampilan yang banyak disebabkan karena  kurangnya pengalaman mereka. Padahal untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan harmonis, faktor ekonomi menempati kedudukan yang sangat penting. Seorang suami disamping bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri juga harus mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sementara seorang istri harus mampu mengatur keuangan yang telah diberikan oleh suami untuk kebutuhan bersama, karena dengan keadaan ekonomi yang tidak seimbang atau kurang akan berdampak pada faktor-faktor lain yang lebih luas yang terkadang menjadi faktor pemicu utama terjadinya perceraian. 

Ditinjau dari kesanggupan mengurus rumah tangga, seorang suami dan istri harus saling membantu dalam menjadi tujuan dari perkawinan mereka, saling berusaha mendidik dan menjaga anak-anak mereka dan berusaha menghadapi segala macam rintangan yang dapat merusak rumah tangga mereka. Karena itu, adanya saling pengertian, lapang dada dalam menghadapi persoalan, hormat menghormati dan sebagainya sangat diperlukan dalam pergaulan suami istri. Dann hal ini akan sulit untuk diwujudkan apabila mereka telah menikah pada usia yang masih sangat muda karena dengan menikah di usia muda berarti persiapan keduanya sangat kurang di berbagai bidang. 

Dengan demikian, maka harus ada upaya untuk menentukan persiapan perkawinan sesuai dengan kematangan dari fisik dan psikis. Berkaitan dengan hal ini, menurut Dadang Hawari, bahwsanya dalam suatu perkawinan harus mempertimbangkan persiapan perkawinan yang meliputi aspek fisik/biologik (berdasarkan ketetapan WHO, 1987) antara lain:

1. Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih dari pada usia wanita, perbedaan usia relatif  sifatnya. 

2. Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dar penyakit keturunan. Pemeriksaan kesehatan (dan laboratorium) dan konsultas pra-nikah sangat dianjurkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga. 

Adapun persiapan untuk aspek mental psikologi antara lain:

1. Kepribadian : aspek kepribadian ini sangat penting agar masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri. Kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam perkawinan. Pasangan berkepribadian “mature” dapat saling memberikan kebutuhan afeksional yang sangat penting bagi keharmonisan keluarga.

2. Pendidikan : taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan. Lazimnya taraf pendidikan dan kecerdasan pihak pria lebih tinggi dari pihak wanita. Hal ini sesuai pula dengan taraf maturitas jiwa pria, supaya laki-laki sebagai suami lebih berwibawa di mata istrinya, apalagi dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Namun demikian, tentunya hal ini bukanlah suatu kelaziman yang mutlak karena yang penting dalam hal ini adalah adanya saling menghargai peran-peran yang dijalankan oleh masing-masing pasangan. 

Dari pemaparan di atas nampak bahwa sebenarnya Dadang Hawari telah memberikan sebuah penawaran bahwa hendaknya untuk melangsungkan sebuah perkawinan seseorang perempuan setidaknya telah berusia 20 tahun dan laki-laki setidaknya 25 tahun. Namun menurut penulis, apabila ketentuan ini dijadikan sebagai landasan batas minimal untuk menikah mungkin inilah usia yang secara fisik dan psikis dapat dikatakan telah matang. Namun untuk menjadikan ketentuan ini sebagai landasan usia buntuk menikah, nampaknya ini masih sangat sulit. Hal ini dikarenakan adanya lompatan yang terlalu jauh dari ketentuan batas minimal usia untuk menikahyang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. 

Dengan adanya berbagai pertimbangan di atas, dan juga pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka dalam hal ini penulis menawarkan supaya ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 dari UU No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bawa setidaknya perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun direkonstruksi menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Penentuan pada usia ini penulis dasarkan pada periodesasi perkembangan dan pertumbuhan manusia yang dikemukakan oleh Elizabeth B Hurlock, di mana menurutnya usia remaja berlangsungan pada usia 13 sampai 21 tahun.

Adanya pembedaan umur antara laki-laki dan perempuan yang penulis tawarkan ini, dan mengapa pembedaan tersebut dengan adanya selisih dua tahun adalah dengan adanya pertimbangan bahwa setidaknya ada tiga kriteria yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan yaitu : (1) kedatangan masa pubertas anak wanita datang rata-rata enam bulan lebih awal dari anak laki-laki, (2) perubahan jenis kelamin sekunder (seperti pertumbuhan rambut, genita dan suara), berbeda empat tahun, dan (3) kematangan seks berbeda dua tahun setelah permulaan pubertas. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kelenjar dan hormone pada kedua jenis kelamin. Hormone seks pada manusia diproduksi oleh kelenjar endokrin dan mengalir dalam darah serta sistem limpa. Meski kerja dan fungsi hormone masih banyak yang belum diketahui manusia, akan tetapi beberapa penelitian membuktikan adanya antara hormone tertentu dengan perubahan psikologis.

Selain itu, adanya pembedaan umur ini juga dikarenakan memang ada perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli. Berkaitan dengan hal ini. Dadang Hawari juga memebrikan perbedaan karakteristik dari laki-laki dan perempuan sebagai berikut : Secara fisik pria memang berbeda dengan wanita, demikian pula dari segi kejiwaannya. Beberapa hal berikut ini menunjukkan sifat-sifat yang ada pada pria umumnya adalah : Untuk psikologi laki-laki: Pertama, keberadaan pria berdasarkan pikiran atau rasio yang terbentuk dari pengalaman dan bersifat berbuat. Dalam kehidupannya laki-laki lebih banyak berbuat dan bekerja, seringkali “rumahnya” di luar, yaitu di tempat di mana ia bekerja. Berbagai permasalahan kehidupan ia berpegang pada prinsip-prinsip yang rasional ketimbang emosional. Oleh karena itu seringkali kritik yang dilontarkan ialah ahwa pria kurang mempunyai perasaan. Kedua : kalaupun pria mempunyai perasaan, maka perasaan itu merupakan fungsi penolong bagi perbuatan-perbuatan rasionalnya. Ketiga : dalam hal “iri hati”, pada pria kurang ketimbang pada wanita. Keempat : dalam hal bercinta “aktif-agresif” sedangkan pada wanita bersifat “pasif-agresif”. Pria lebih didorong oleh pemenuhan biologis, sedangkan wanita lebih mengutamakan pemenuhan kasih sayang atensi, perasaan aman dan terlindung. Sedangkan psikologi perempuan secara garis besar pada umumnya dapat disebutkan sebagai berikut (dalam hal perbedaan yang menyolok dengan pria). Pertama : dalam menghadapi berbagai masalah wanita lebih intuitif ketimbang pria (feeling). Intuisi jauh lebih kuat ketimbang laki-laki, sebaliknya dengan rasio. Kedua : perempuan mempunyai kemampuan penyesuaian diri (adaptasi) yang lebih baik ketimbang pria. Ketiga : dalam hal pengertian “cinta” perempuan lebih menitikberatkan pada segi psikologis, sedangkan laki-laki lebih pada segi biologis. Keempat : perempuan menyukai hal-hal yang kongkret dan kecil-kecil, lain halnya dengan laki-laki yang lebih menyukai hal-hal yang abstrak dan global sifatnya.

Dari perbedaan-perbedaan yang nampak di atas, maka secara ringkas dapat dikatakan, bahwa perbedaan kaum laki-laki dan perempuan itu bukan terletak pada adanya perbedaan yang essensial dari temperamen dan karakternya, akan tetapi pada perbedaan struktur jasmaniahnya. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan dalam aktifitasnya sehari-hari. dan hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan pula dalam fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Dengan demikian, ada perbedaan dalam nuansa kualitatif dan bukan perbedaan secara kuantitatif saja.

Pertimbangan problem kependudukan sebagaimana yang diungkapkan dalam penjelasan undang-undang perkawinan tersebut turut mempengaruhi perumusan batas umur calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri. 

Namun demikian karena batasan usia ini tidak termasuk dalam syarat sahnya sebuah perkawinan, maka tentunya memang tidak mudah untuk mensosialisasikan ketentuan ini secara cepat dan diterima oleh semua pihak. Namun demikian, tentunya ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak, oleh sebab itu adanya dispensasi bagi mereka yang menginginkan menikah di bawah ketentuan batas minimal usia yang telah ditentukan ini nampaknya masih tetap dapat diakomodir. Akan tetapi tentunya pemerintah harus memberikan batasan yang jelas tentang alasan-alasan yang dapat digunakan bagi calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sehingga kepastian hukum dari suatu undang-undang dapat terlihat. 
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